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Klausul TNI Berbisnis
Dibahas untuk Masuk DIM

KEMENTERIAN Koordinamor
Paolirik, Hukuam,dan Keamanan
{Eemenko Palhukam ) RT sedang
membahas usul menghapus
pasal yvang melarang personel
THI untuk menjalankan bisnis
dalam U0 THI Nomor 34 Tahun
2004

Menteri Koordinatsr Poli
tike, Hukum, dan Keamanan
Marsekal TNT (Purn) Hadi Tjah-
janto ketika ditemui di Jakarta
Utara, kemarin, menjelaskan
pembahasan itu dilakukan
jajaran Kemenko Polhukam da-
lam rangka daftarinventarisasi
tasadah (DI} BEULT THIL

“¥a. ini, kan masih dalam
Proses, ya, kita urananya untak
THT adalah Pasal 47 dan 53, MNa-
mun, terkait dengan kegiatan
bisnis. ini masih terus dalam
pembahasan,” kata Hadi.

Untuk diketahui. dua pasal
yvang dischur Hadi, vaknh soal
perpanjangan masa jabatan dan
penempatan personcl THI pada
jiabatan publile. Menurut lladi,

selurah pihak berhak mern e
rikan masukan kepadanya demi
memastikan RITTT TN tepat wun-
tuk kebutuhan masvarakat.

Pihak dari unsur THT pun
memiliki hak untuk mengusul-
lan jilka dirasa undang undang
tersebut tidak relevan dengan
situasi zaman saat ind. “Karena
=udah 20 tahun T THNT herjalan
dan kirta hamas menyesuaikan
dengan kehutuhan kekinian,™
kata Hadi.

“Nanti akan

ada perlakuan
istimewa
terhadap

militer yang
menghambat
pertumbuhan
perusahaan sipil
atau swasta.”

Connie Rahakudini Bakrie
Pengamat miiliter

Karenanya, dia memastikan
seluruh masukan, ftermasuk
pengheapusan larangan her-
bisnis, akan dipertimbangkan
dengan malang.

Hadi juga akan mendengar
kan pendapat dari para ahli
hinggza akademisi daloaom proses
DIM BUL ENE sebelum diserah-

Ean ke parlemem, o, e arg
DM sampal Aguastus (selesad),”
kata Hadi.

tebelumnya, pihak THNT di-
ketahui mengusulkan kepatda
Kemenko Polhukam untak
menghapus larangan anggota
THI membuka uszaha vang
tercantum pada Pasal 39 huroef
C dalam 11T THNT Nomor 34 Tha-
b 2000,

sehelumnya. Ketua Komisi
T PR RI Meutya Hafid mene-

gaskan usulan agar prajurit
THT holeh herhisnis tidak ma-
suk draf RITL THNE yvang sedang
dibahas di parlemen. Meutya
menerangkan prajurit THT
memang tidak boleh berhisnis.
"Iya, thdak ada di draf,” unglap
Meutya di]akarta, Senin (15/7).

Pengamat militer Connic
Rahakudini Bakrie mengkritisi
wacana penghapusan larangan
anggota THI berhisnis. WMenu-
ruEnya, :_1113hi'|.a sudah ada
aturan yang sah dan memper
bnlehkan militer herhianis, hal
itu akan ada distorsi ekomomi
vang begita besar,

“Manti akan ada perlakuan
istrnewa terbadap milite s yomg
menghambat pertumbubhan
perusahaan sipil arau swasta,
Yang paling parah. kita itu hi-
cara hubhungan sipil-militer, ke
terlibatan ekonomi vang sangat
luas, tta dapat melemahkan
kontrol sipil pada pemerin-
rabhan demokrads,” ujar Connie
kepada Media dndonesioa, Selasa
(LGS

Kalaupun legislatif mene-
rima usulan menghapus la-
rangan tentara berhi=nis, ne-
garTa juga diharapkamn rahu
konsekuensi terbesar vang
akan rerjadi apa. I dischaly
kan di Tiongkok, kata Connie,
militer yang berbisnis ternyata
memengaruhi profesional-
isme entara dan eelah unmk
korupsi semakin banyak vang
terbuka. MisfAnngP-2)
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